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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang sampai saat ini menerapkan 

demokrasi sebagai system politiknya. Dalam UUD 1945 sebagai konstitusi 

Negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan secara nyata 

mengatur dan mengakui demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan. 

Rumusan pasal 1 ayat (2 UUD 1945 yaitu “Kedaulatan ada ditangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang.  

Seperti dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia 

disebutkan bahwa kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan 

pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum 

dan berkesamaan, Oleh karena itu demokrasi mempunyai arti penting bagi 

masyarakat, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan 

sendiri jalannya organisasi Negara akan jamin, sebagai sebuah sistem 

dalam bernegara, demokrasi  memberi pengertian bahwa rakyat adalah 

penentu dan penerima langsung manfaat dari kehidupan yang demokrasi.1 

                                                 
1
 Marjan Miharja, Journal Manajemen Sektor Publik, Volume 1 ,Nomor 1, Demokrasi 

Indonesia Ditengah Perkembangan Teknologi Informasi, September 2019, diakses Tanggal         15 
Juli 2020 pukul 17.00 WIB 
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pesatnya perkembangan dunia saat ini yang ditunjang dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi, membawa masyarakat pasca industri ke era 

informasi dan komputerasi. Di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan 

implikasi tersendiri bagi dunia bisnis dengan lahirnya revolusi hubungan 

antar manusia. Pada era ini pun dunia bisnis secara dramatis mengalami 

perubahan secara fundamental, dalam mengikuti arus dari perkembangan 

tersebut. Manajemen perusahaan tidak dapat mengabaikan setiap 

kebutuhan dan keinginan karyawan, baik secara individu maupun institusi 

dalam hal ini bidang tugas yang dihadapinya. Masalah rendahnya kinerja 

karyawan merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, 

salah satu yang menyebabkan menurunnya kinerja karyawan adalah 

kurangnya motivasi yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan-

karyawannya tersebut, 2 

kenyataan membuktikan, bahwa karyawan merupakan asset   

pokok dari suatu organisasi, yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan, pencapaian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

Betapapun baiknya sumber daya lain yang dimiliki, tanpa didukung 

kualitas kerja karyawan, hasil kerja tidak akan tercapai secara maksimal. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dan 

pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945, 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya 

                                                 
2
 Journal EMBA, Volume. 1 nomor 4. Desember 2013,  motivasi jenjang karir dan disiplin 

kerja, hal 679-688. ISSN 2303-1174 
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dan pembangunan manusia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 

martabat, dan harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual. 

Tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 

diperlukan pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa 

sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga 

kerja.3 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna mnenghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, sedangkan pengertian 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses 

produksi, sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih penting dari pada 

sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air dan 

sebagainya. Karena manusialah yang menggerakan semua sumber-

sumber tersebut untuk menghasilkan barang.4 Hubungan kerja menurut 

pasal 1 angka 15 undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan adalah hubungan (hukum) antara pengusaha 

dengan pekerja atau buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja, yang 

                                                 
3
  A. Wijayanti, 2010, hukum letenagakerjaan pasca reformasi, Ed,1,cet.2.Sinar Grafika, 

Jakarta 
4
 Z. Bakir, dkk (ed), 1984, angkatan kerja di indonesia, CV. Rajawali Jakrta. 
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mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pada pasal 1 angka 15 

undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan disebut hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja 

adalah berdasarkan perjanjian kerja. Untuk pengertian tersebut, maka 

untuk dapat dikatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, adalah ada 

tidaknya perjanjian kerja.5 

Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah suatu yang 

abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit. Dengan 

adanya perjanjian maka akan lahir perikatan. Dengan kata lain, perikatan 

yang lahir karena perjanjian inilah yang merupakan hubungan kerja. 

Sedangkan hubungan bisnis adalah hubungan yang didasarkan pada 

hubungan keperdataan.pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan 

antara pekerja dengan pengusaha di mana pekerja menyatakan 

kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.6 

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan 

permasalahan terhadap kedua belah pihak karena pihak-pihak yang 

bersangkutan sama-sama telah menyadari atau mengetahui saat 

berakhirnya hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi 

karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak 

                                                 
5
 Agusmidah, 2010, hukum ketenagakerjaan indonesia dinamika dan kajian teori, Ghalia     

Indonesia, Jakarta. 
6
 I, soepomo, 1999, penghantar hukum perburuhan. Djambatan, Jakarta. 
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terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang dipandang 

dari sudut ekonomi mempunyai kedudukan lemah dibandingkan pihak 

pengusaha. 

Dari perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan hubungan kerja 

antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak tertutup kemungkinan akan 

terjadinya pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut PHK). 

PHK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.13 

tahun 2003 yang berbunyi, “Pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. 

Pemutusan hubungan kerja merupakan peristiwa yang tidak diharapkan 

terjadinya khususnya bagi pekerja/buruh, karena pemutusan hubungan 

kerja itu akan memberikan dampak psychologis, economis financial, bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya.7 

Pemutusan hubungan kerja merupakan isu yang sensitif, 

pengusaha seharusnya bijaksana dalam melakukan pemutusan hubungan 

kerja, karena pemutusan hubungan kerja dapat menurunkan 

kesejahteraan masyarakat, rakyat kehilangan pekerjaan, bahkan lebih 

gawat lagi pemutusan hubungan kerja dapat mengakibatkan 

pengangguran. Istilah pemutusan hubungan kerja adalah sebuah momok 

bagi pekerja, mengingat sangat banyak sekali dampak dan akibat yang 

                                                 
7
 F.X. Djumialdji dan Wiwoho Soejono,  1985, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan 

Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, hal.85, Jakarta. 
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ditimbulkannya, tidak hanya bagi pekerja itu sendiri bahkan ini seperti efek 

domino yang saling berkaitan satu sama lain dan merambah kesektor 

kehidupan masyarakat lainnya. Jadi, pemerintah, pengusaha, pekerja dan 

serikatnya sebaiknya mengupayakan agar jangan sampai terjadi 

pemutusan hubungan kerja. 

Perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan 

kerja (PHK) oleh pengusaha terhadap pekerja atau buruh sulit untuk 

dihindari, Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut terkadang terjadi 

suatu perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Hal tersebut apabila 

tidak bisa diselesaikan dengan baik akan menimbulkan sesuatu yang tidak 

diharapkan seperti Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh 

pengusaha terhadap pekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha 

ialah PHK dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha, 

karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja 

atau mungkin karena faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, 

perusahaan tutup karena rugi, perubahan status dan sebagainya.8 

Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, pengusaha dapat 

mengunakan alasan, yaitu, pekerja sudah memasuki usia pensiun, pekerja 

meninggal dunia, pekerja tersangkut tindak pidana dan karena penutupan 

perusahaan. Sedangkan alasan pekerja mengajukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pengusaha adalah apabila pengusaha 

                                                 
8
 Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, hal 191, Bandung. 
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melakukan kesalahan berat terhadap pekerja, akan tetapi hal ini juga 

harus didasari pada perselisihan yang terjadi dalam sebuah hubungan 

hukum antara pekerja dan pengusaha. Semakin berkembangnya zaman 

semakin banyak alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang timbul. 

oleh sebab itu undang-undang ketenagakerjaan mengatur tentang 

pemutusan hubungan kerja dan alasan-alasan pemutusan hubungan 

kerja, ketentuan tersebut diatur dalam pasal 153 sampai dengan pasal 

167 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.            

Perselisihan hubungan industrial disebut juga dengan perselisihan 

perburuhan sebagai mana diatur dalam Undang-undang no. 2 tahun 2004 

tentang penyelesain hubungan industrial yang merupakan perbedaan 

pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau 

gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / buruh 

karena ada perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan 

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar pekerja / 

serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.9 

Sehubungan dengan dampak pemutusan hubungan ( PHK ) sangat 

kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan, maka prosedur PHK 

diatur sedemikian rupa agar pekerja / buruh memperoleh perlindungan 

yang layak dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan. 

Perlindungan tersebut dalam bahasa belanda disebut arbeidsbe 

scherming. Maksud dan tujuan perlindungan buruh atau perlindungan 

                                                 
9
 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. 
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pekerja adalah agar pekerja dapat dilindungi dari perlakuan pemerasan 

oleh pihak perusahaan. Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap 

masalah perlindungan pekerja / buruh karena pada umumnya posisi 

pekerja masih lemah, sehingga perlindungan dan keselamatan kerja akan 

dapat mewujudkan terpeliharanya kesejahteraan, kesehatan, kedisiplinan 

pekerja yang berada dibawah pimpinan pengusaha.10 

Berkaitan dengan ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja 

berdasarkan kesalahan berat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

pada tanggal 28 Oktober 2004 telah mengeluarkan Putusan No.012/PUU-

I/2003 (selanjutnya disebut Putusan MK),  perihal Permohonan Pengujian 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isi amar 

putusannya menyatakan bahwa, “Pasal 158 dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Maksud dalam Putusan MK ini 

salah satunya membatalkan Pasal 158 yang mengatur tentang kesalahan 

berat sebagai alasan yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk 

melakukan PHK karena dinilai telah melanggar asas praduga tak 

bersalah. Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya menilai 

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan 

alasan kesalahan berat adalah dilakukan tanpa melalui putusan 

pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup hanya 

                                                 
10

 http:journal unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta penyelesaian perselisihan hubungan  
industrial di pengadilan hubungan industrial, diunduh tanggal 15 juni 2020 jam 12.00 WIB 
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dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak 

perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku. 

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 7 januari 

2005 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran 

No.SE13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas 

Hak Uji Materil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Terhadap Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut SE MENAKERTRANS) pada butir 3 

huruf a yang menyatakan bahwa, “pengusaha yang akan melakukan PHK 

dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat berdasarkan 

Pasal 158, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Hal ini berarti kesalahan 

berat yang terdapat pada Pasal 158 dalam Undang-Undang No.13 tahun 

2003 adalah diberlakukan kembali atau dapat dijadikan dasar untuk 

melaukan Pemutusan Hubungan Kerja seorang pekerja/buruh apabila 

terhadapnya telah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum 

tetap dari pengadilan dan sebagai bukti hukum yang nantinya dapat 

dijadikan bukti dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang akan 

diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.11 

Seperti yang terjadi pada pekerja di perusahaan PT. Mayora 

Indah.Tbk, menggunakan kewenangannya dengan sewenang - wenang 

untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. 

                                                 
11

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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Pekerja pada tanggal 25 april 2016 membuat kesalahan mencetak label 

codifikasi secara terbalik, Kemudian Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk,  

secara lisan. Pada tanggal 4 mei 2016, pekerja dipanggil oleh Pimpinan 

Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk, dan kemudian memberikan  hukuman 

terhadap pekerja yaitu sanksi Pembebasan Tugas (Skorsing) terkait 

kesalahan pekerja dalam mencetak label codifikasi pada tanggal 4 mei 

2016. Pada tanggal 19 mei 2016 pekerja masuk bekerja kembali seperti 

biasa, setelah menjalani Sanksi Skorsing tersebut, tetapi pada siang hari 

pekerja dipanggil oleh pimpinan IR & GA Dept. Head dan pekerja disuruh 

pulang. Tanggal 20 dan 21 mei 2016 pekerja dilarang masuk bekerja oleh 

security atas perintah dari Pimpinan bagian IR & GA Dept. Head. 

Kemudian pada tanggal 21 mei 2016 Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk, 

membuat Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 21 mei 2016 

terhadap pekerja. Dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, 

Pimpinan Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk, menyatakan "pekerja 

dengan kesengajaan  telah melakukan pelanggaran berat sesuai dengan 

PKB Pasal 63 Huruf "j" yaitu “kelalaian/ kesalahan/ kecerobohan yang 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan atau membahayakan 

keselamatan kerja",12 kesalahan pekerja adalah : " melakukan kesalahan 

dalam mencetak label codifikasi, pada tanggal 25 april 2016. Dalam PKB 

PT. Mayora Indah Tbk yaitu Pasal 57 Ayat (2) huruf "j" yang menyatakan : 

""Pekerja tidak mampu menjalankan tugasnya setelah mendapatkan 

                                                 
12

 Perjanjian Kerja Bersama PT. Mayora Indah Tbk 
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pengarahan/pembinaan” diberikan sanksi yaitu TEGURAN LISAN 

berdasarkan Pasal 57 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mayora Indah. 

Tbk, seharusnya permasalahan tersebut sudah selesai dengan telah 

dipanggilnya pekerja dan diberikan teguran lisan pada saat itu.   

Menurut pekerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 

Pimpinan Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk, terhadap pekerja dengan 

alasan pekerja telah lalai dan ceroboh yang menimbulkan kerugian bagi 

Perusahaan PT.Mayora Indah.Tbk, merupakan suatu delik tindak pidana 

yang harus diselesaikan terlebih dahulu tentang tindak pidananya 

tersebut, seperti diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

012/PUU-1/2003, tanggal 28 Oktober 2004 dan surat edaran Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SC-HK/l/2005. Bahwa 

oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikeluarkan tanpa 

adanya putusan hakim pidana, maka pemutusan hubungan kerja tersebut 

adalah tidak sah dan batal demi hukum.13 

Atas tindakan dari Perusahaan PT. Mayora Indah.Tbk tersebut 

pekerja melakukan upaya melalui perundingan bipartit, mediasi hingga 

ketingkat Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tingkat pertama  

menggunakan dasar pertimbangan Pasal 156 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

mengatur tentang pesangon yang harus diterima bagi pekerja yang di 

PHK.. 

                                                 
13

 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 13/MEN/SC-HK/I/2005 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis hendak 

menganalisa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 

208/PDT.SUS.PHI/2017/PN.BDG Secara lengkap judul proposal adalah 

“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN  ALASAN PELANGGARAN 

BERAT  (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan 

penelitian terhadap putusan Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg, Untuk 

itu yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

012/PUU-1/2003, dalam Pemutusan Hubungan Kerja dengan 

alasan pelanggaran berat. 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 

208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang bertentangan dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003, dalam 

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pelanggaran berat. 
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2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 

208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang bertentangan dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003. 

 

Kegunaan penelitian 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik 

secara teoritis maupun praktis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Segi Teoritis Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat 

memberikan rumusan pemikiran umumnya di bidang ilmu 

hukum, khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan. 

2. Segi Praktis Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan 

praktisi hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

masukan yang berguna dalam membuat kebijakan baru dalam 

bidang hukum mengenai pengaturan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) dengan alasan telah melakukan kesalahan berat. 

Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian 

diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan 

penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program 

perkuliahan Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 

Jakarta. penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Hukum IBLAM  Jakarta. 
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1. Metode  Penelitian 

  Penelitain merupakan analisis dan kontruksi yang dilakukan sesuai 

dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu secara 

sistematis. inti sari dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum 

dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian ditutntut 

untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum 

dengan baik.14 

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang 

artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; “Logos” 

yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya 

cara melakukan sesuatu dengan menggun  

 

2. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan tulisan 

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.15 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan 

pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan 

                                                 
14

 B. Waluyo, 2002 , penelitian hukum dalam praktek,  Sinar Grafika, Jakarta  
15

Mukti Fajar, Yulianto Achmad,  2015, dualisme penelitian hukum-normatif dan Empiris, 
pustaka pelajar, Yogyakarta 
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hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial. 

3) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung  

Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. 

4) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-

1/2003. 

5) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SC-HK/l/2005. 

6) Perjanjian Kerja Bersama PT. Mayora Indah.Tbk. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum 

yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut 

adalah : 

1) Buku-buku ilmiah yang terkait 

2) Hasil Penelitian 
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c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 

hukum, ensikklopedia dan seterusnya. 

 

3. Merode Analisis Data 

Metode analisis data didalam penelitian ini menggunakan metode 

penafsiran. Metode penafsiran adalah merupakan argumentasi yang 

membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan beberapa metode 

penafsiran yaitu metode penafsiran gramatikal, sistematis atau logis, 

historis, dan teleologis atau sosiologis. Metode penafsiran gramatikal 

menurut Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna 

ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.16 

Metode penafsiran sistematis atau logis adalah penafsiran perundang-

undangan dengan menghubungkannya dengan keseluruhan sistem 

hukum. Metode penafsiran historis adalah penafsiran makna undang-

undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. 

Menurut  Mochtar Kusumaatmadja metode penafsiran sejarah atau 

interpretasi sejarah kini cenderung untuk diartikan sebagai interpretasi 

sejarah perundang-undangan yaitu sejarah terjadinya undang-undang 
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atau ketentuan hukum tertulis itu.17 Metode teleologis atau sosiologis yaitu 

penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang yang 

disebabkan kebutuhan yang berubah menurut masa, sedangkan bunyi 

undang-undang tetap sama.18 Adapun tujuan penafsiran adalah : 

1. Penetapan makna norma-norma hukum 

2. Mengungkapkan kandungan norma hukum dapat berupa 

suruhan (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogen). 

3. Melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti 

dengan kandungan norma hukum lain. 

akan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

“penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan 

dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Penelitian hukum adalah 

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Kedudukan perjanjian 

kerja bersama harus lebih baik dari undang-undang ketenagakerjaan, 

sehingga isi PKB yang terdapat pada Perusahaan mayora dalam hal 

sangsi pelanggaran berat tidak sesuai dan tidak lebih baik dari undang-

undang tersebut. Disisi lain melanggaran keputusan MK No. 012/PPU-

I2003. Karena pasal 158 sudah tidak bisa digunakan untuk mem-PHK 

pekerja sebelum ada penetapan dari pengadilan pidana. 
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